LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.229, 2016 KESEHATAN. Pelayanan. Kesehatan. (Penjelasan
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5942)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas

Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan Kkesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan
dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang
kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.
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BAB 11
KETERSEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Fasilitas Pelayanan Kesehatan didirikan untuk
menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif,

preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Bagian Kedua

Jenis dan Tingkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan
kesehatan berupa:
a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan/atau

b. pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4
(1) Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
pusat kesehatan masyarakat;
klinik;
rumah sakit;

apotek;

" e a0 T op

unit transfusi darah;

laboratorium kesehatan;

J @

optikal;

fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan
hukum; dan
B Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.
(2) Dalam hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat
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menetapkan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan selain

jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dapat memiliki tingkatan pelayanan yang
terdiri atas:

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama,;
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua; dan
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga.

(2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memberikan pelayanan kesehatan dasar.

(3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik.

(5) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua dan tingkat
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dapat memberikan pelayanan yang diberikan oleh

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat dibawahnya.

Bagian Ketiga

Penentuan Jumlah dan Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab
atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam
rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya.
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Pasal 7

Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

bertanggung jawab menyediakan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dapat menentukan jumlah dan jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi di
daerahnya.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menentukan
jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan
didasarkan pada kebutuhan dan tanggung jawab daerah
masing-masing sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan
mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

luas wilayah;

kebutuhan kesehatan:;

a
b
c. jumlah dan persebaran penduduk;
d pola penyakit;

e pemanfaatannya,;

f.  fungsi sosial; dan

g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.

Bobot unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disesuaikan untuk setiap jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.

Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui
kegiatan penanaman modal asing.

Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
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